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Resume Hasil Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPL  
PT Ratah Timber 

 
I. Identitas LP-PHPL : 

a. Nama LP-PHPL :  PT Global Resource Sertifikasi 
b. No. Akreditasi KAN :  LPPHPL-017-IDN 
c. Alamat Kantor :  Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, 

Tangerang Selatan, Banten 15313 
d. Telp./Fax :  021-7562345 
e. Website dan Email :  www.global-resource.co.id ; 

globalresourcesertifikasi@gmail.com   
 

II. Identitas Auditee : 
a. Nama IUPHHK-HA :  PT Ratah Timber 
b. SK IUPHHK-HA :  No. SK. 359/Menhut-II/2009, tanggal 18 Juni 2009 
c. Luas Areal :  ± 93.425 Ha  
d. Alamat Kantor Pusat :  Grand ITC Permata Hijau Blok Sappire No. 7-8 

Jalan Letjend Soepeno (Arteri Permata Hijau) 
Jakarta 12210 

e. Waktu Pelaksanaan :  5 – 13 April 2021 
  
III. Tahapan Kegiatan : 

 
Tahapan 

 
Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

1 2 3 

Audit Tahap 1 Jumat, 2 April 2021 
Kantor LPPHPL PT GRS 

Audit Tahap I dilakukan oleh 
Bambang Satya Budi (Manajer 
Operasional, Lead Auditor 
Merangkap Auditor Sosial), 
Kamni (Auditor Prasyarat), 
Barkah Setiaji (Auditor 
Ekologi), Lukas Surya Gustomo 
Kahu (Auditor Produksi) 

Konsultasi Publik Senin, 5 April 2021 
Via Daring 

Agenda dalam konsultasi 
publik adalah: 
a. Perkenalan oleh Lead 

Auditor LPPHPL PT Global 
Resource Sertifikasi. 

b. Penyampaian Kepdirjen 
PHPL SK.62 tahun 2020. 

c. Menampung informasi dari 
perwakilan perangkat 
kampung dan lembaga 
adat serta perwakilan 
masyarakat Kampung 
Mamahak Teboq, Sirau dan 
Long Hubung serta Kepala 
Adat Kecamatan Long 

http://www.global-resource.co.id/
mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com
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Hubung, Kabupaten 
Mahakam Ulu, Provinsi 
Kalimantan Timur yang 
menjadi bahan masukan 
terkait perkembangan 
kegiatan IUPHHK-HA PT 
Ratah Timber. 

Koordinasi dengan Instansi 
Kehutanan 

Senin, 5 April 2021 
Via Zoom Meeting 

1. Tim Auditor PHPL 
Resertifikasi PT Ratah 
Timber memperkenalkan 
diri masing-masing. 

2. Menampung informasi dari 
Perwakilan dari Dinas 
Kehutanan Provinsi 
Kalimantan Timur dan 
BPHP Wilayah XI 
Samarinda. 

Pertemuan Pembukaan Selasa, 6 April 2021 
Via Zoom Meeting 

Pertemuan Pembukaan 
dihadiri oleh jajaran UM  
PT Ratah Timber dan Tim 
Auditor PHPL Resertifikasi PT 
RT. 
Tim Auditor menyampaikan 
maksud dan tujuan audit, serta 
aturan yang digunakan dalam 
Audit Resertifikasi ini termasuk 
ketentuan tentang kerahasiaan 
dan ketidakberpihakan.  
Tim Auditor meminta surat 
tugas representative dari PT RT 
untuk kegiatan audit ini. 
Tim Auditor dan Jajaran UM PT 
RT menandatangani daftar 
hadir pertemuan pembukaan. 

Verifikasi Dokumen Selasa – Selasa, 
6 – 13 April 2021 

Via Zoom Meeting dan 
Google Drive 

Tim Auditor melakukan 
verifikasi Dokumen yang 
diberikan oleh PT RT untuk 
menjawab semua verifier dan 
indikator dari Kriteria 
Prasyarat, Produksi, Ekologi, 
Sosial dan VLK sesuai dengan 
Perdirjen Kepdirjen PHPL SK.62 
tahun 2020. 

Observasi Lapangan Selasa – Selasa, 
6 – 13 April 2021 

Via Zoom Meeting dan 
Google Drive 

Melakukan observasi kondisi 
lapangan PT RT terkait semua 
verifier dan indikator dari 
Kriteria Prasyarat, Produksi, 
Ekologi, Sosial dan VLK sesuai 
dengan Kepdirjen PHPL No. 
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SK.62 tahun 2020. 

Pertemuan Penutup Rabu, 14 April 2021 
Via Zoom Meeting 

Pertemuan Penutup dihadiri 
oleh UM PT RT dan Tim 
Auditor. 
Tim Auditor menyampaikan 
hasil temuan terkait verifikasi 
dokumen dan observasi 
lapangan Resertifikasi PT RT.  
MR dan Tim Auditor 
menandatangani Lembar Audit 
Lapangan. 
Tim Auditor dan Jajaran UM PT 
RT menandatangani daftar 
hadir closing meeting Audit 
Resertifikasi PT RT. 

Koordinasi Dengan Instansi 
Kehutanan 

Selasa, 13 April 2021 
Via Zoom Meeting 

Tim Auditor menyampaikan 
hasil audit Resertifikasi PHPL 
PT RT kepada perwakilan Dinas 
Kehutanan Provinsi Kalimantan 
Timur dan BPHP Wilayah XI 
Samarinda. 
Perwakilan Dinas Kehutanan 
Provinsi Kalimantan Timur dan 
BPHP Wilayah XI Samarinda 
menyampaikan tanggapan 
terhadap hasil audit tersebut. 

Pengambilan Keputusan Jumat, 19 Maret 2021 
Ruang Rapat Kantor 

LPPHPL PT GRS 

a. PT RT dinyatakan lulus 
dengan predikat BAIK 
berdasarkan Rapat 
Pengambilan Keputusan 
Hasil Penilaian Kinerja PHPL 
sesuai Kepdirjen PHPL No. 
SK.62 tahun 2020. 

b. Menerbitkan SK Keputusan 
Hasil dan Sertifikat 
Resertifikasi Penilaian 
Kinerja PHPL PT RT 2021. 

 
 

IV. Resume Hasil Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPL PT Ratah Timber : 
 

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
1. PRASYARAT 

1.1 Kepastian Kawasan 
Pemegang Izin dan 
Pemegang Hak 
Pengelolaan 

1.1.1 Ketersediaan dokumen legal dan 
administrasi tata batas PT RTC tersedia 
lengkap sesuai dengan tingkat 
pelaksanaan tata batas yang telah 

Baik 
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
dilakukan. Dokumen legal berupa 
tersedianya akta pendirian perusahaan 
dan perubahannya, SK perpanjangan 
IUPHHK-HA Tahun 2009 dan perzinan 
lainnya serta dokumen perencanaan 
(RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA) 
beserta peta lampirannya. Sedangkan 
dokumen administrasi tata batas berupa 
tersedianya dokumen Pedoman TBT, 
BATB dan Laporan TBT beserta peta 
lampirannya. 

1.1.2 Realisasi penataan batas areal kerja 
setelah izin perpanjangan IUPHHK-HA 
tahun 2011 sepanjang 175,61 Km atau 
73,31% dari panjang keseluruhan 139,53 
Km, sedangkan sisanya yang belum tata 
batas sepanjang 63,92 Km atau 26,69% 
yang terdiri dari 44,12 Km atau 18,42% 
merupakan batas baru dan 19,80 Km atau 
8,27% merupakan rekontstruksi tata batas. 
Realisasi tata batas dibuktikan dengan 
Instruksi Kerja Tata Batas dan Berita Acara 
Pelaksanaan Tata Batas yang terdapat 
dalam dokumen TBT No. 1138/1996, TBT 
No. 109/1977, TBT No. 183/1981, TBT No. 
480/1991, TBT No. 4/IV-Lap/1996 Tahun 
1996, TBT No. Lap. 16/BPKH IV-2/2016. 
Untuk merealisasikan tata batas sampai 
temu gelang, PT RTC telah melakukan 
proses administrasi tata batas dengan 
melakukan komunikasi dengan instansi 
terkait. Surat terakhir yang disampaikan 
PT RTC ke Kepala BPKH Wilayah IV 
Samarinda yaitu Surat Direktur Utama PT 
RTC No. 035/RTC.J/B-II.1.2/III/2021 tgl 31 
Maret 2021 perihal Permohonan Berita 
Acara Penggantian Tata Batas dan 
Instruksi Kerja Tata Batas IUPHHK-HA PT 
RTC. Proses selanjutnya menunggu 
diteritkannya instruksi kerja tata batas 
dari BPKH Wilayah IV Samarinda. 

Sedang 

1.1.3 Keberadaan IUPHHK-HA PT RTC 
mendapatkan pengakuan dari para pihak 
baik pemerintah pusat dan daerah, 
perusahaan lain yang berbatasan 
langsung dan masyarakat sekitar. PT RTC 

Sedang 
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
telah melakukan tata batas areal kerja 
mencapai 175,61 Km atau 73,31% dari 
panjang keseluruhan 239,53 Km yang 
dibuktikan dokumen TBT dan BATB. 
Selama kurun waktu tahun 2019 sampai 
dengan tahun 2021 tidak terdapat konflik 
batas areal kerja. Namun terdapat konflik 
berupa kegiatan illegal logging dan 
perladangan masyarakat kampung sekitar. 
Kondisi tersebut merupakah konflik dalam 
pemanfaatan areal. Upaya yang telah 
dilakukan PT RTC adalah melakukan 
kelola/penanganan potensi konflik dengan 
monitoring potensi konflik dan upaya 
menekan laju perambahan areal secara 
terus menerus. Tersedia Laporan 
Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik 
Tahun 2019 dan 2020 yang dibuat 
berdasarkan Perdirjen PHPL No. 
P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 
Februari 2016 yang telah disampaikan 
kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 
Kalimantan Timur tembusan Kepala BPHP 
Wilayah XI Samarinda. 

1.1.4 Terdapat perubahan fungsi kawasan 
hutan dari HPT menjadi HL seluas seluas ± 
336 Ha (0,36%), HP menjadi HPK ± 11 Ha 
(0,01%) dan APL seluas ± 2.062 Ha (2,21%), 
Namun PT RTC telah melakukan 
perubahan dokumen perencanaan yaitu 
Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB 
Periode Tahun 2021-2030, disetujui 
berdasarkan Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 
SK.483/MenLHK-PHPL/HPL.1/2/2020 
tanggal 5 Februari 2020. Areal layak kelola 
untuk produksi seluas 91.029 Ha (97,029%) 
yaitu pada areal Kawasan HP, HPT dan 
HPK, sedangkan HL dan APL dikeluarkan 
dari kelola produksi. Perubahan dokumen 
perencanaan tersebut diikuti oleh 
Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2021. 

Baik 

1.1.5 Terdapat penggunaan kawasan di luar 
sektor kehutanan baik yang berizin 
maupun tidak berizin. Penggunaan 
Kawasan di luar sektor kehutanan yang 

Baik 
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
berizin yaitu infrastruktur berupa jalan PU 
yang menghubungkan Kampung Tering 
dengan Datah Bilang. Sedangkan yang tak 
berizin berupa perladangan masyarakat 
kampung sekitar yaitu Masyarakat 
Kampung Datah Bilang Ulu, Datah Bilang 
Baru, Lutan, Mamahak Teboq dan Barong. 
PT RTC telah melakukan pendataan baik 
yang berizin maupun yang tak berizin. 
Pendataan perladangan telah mencakup 
seluruh lokasi penggunaan Kawasan di 
luar sektor kehutanan. Pendataan 
penggunaan kawasan di luar sektor 
kehutanan telah dilaporkan ke instansi 
yang berwenang dan telah dilakukan 
beberapa upaya untuk mencegah 
penggunaan kawasan di luar sektor 
kehutanan tak berizin antara lain 
melaporkan kegatan perladangan ke 
instansi yang berwenang, patrol rutin dan 
patrol Bersama Tim Sepuluh masyarakat 
Adat Long Gelawang dan sosialisasi 
kepada masyarakat terkait dan 
pemasangan plank larangan dan 
himbauan. 

1.1.6 Terdapat konflik tenurial baik di dalam 
areal maupun di luar areal kerja PT RTC 
yaitu klaim lahan logpond (luar areal 
kerja), perladangan dan kalim wilayah 
adat (dalam areal kerja) yang dilakukan 
oleh masyarakat kampung sekitar. Klaim 
lahan logpond diselesaikan dengan 
pembayaran kompensasi. Perladangan 
masyarakat diselesaikan dengan sosialisasi 
pelarangan berladang dan pemasangan 
plank larang berladang serta melakukan 
program kemitraan kehutanan dengan 
Kelompok Tani Hutan Hunge Palau. 
Sedangkan penyelesaian klaim wiilayah 
adat (di areal produksi/RKT) dengan 
perjanjian kerjasama dengan masyarakat 
berupa MoU dan klaim wilayah adat (di 
luar areal produksi/RKT) dengan 
Pemberian kompensasi sesuai SK 
Gubernur Kalimantan Timur No. 20 Tahun 
2000. Penyelesaian pembayaran 

Baik 
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
kompensasi produksi kayu baik yang 
berdasarkan Keputusan Gubernur 
Kalimantan Timur No. 20 Tahun 2000 
maupun sesuai kesepakatan (Kampung 
Long Gelawang) tahun 2019 dan 2020 
sudah terealisasi secara keseluruhan. 

1.2 Komitmen pemegang 
izin   

1.2.1 Dokumen visi dan misi perusahaan PT RTC 
tersedia yang ditetapkan berdasarkan SK 
Direktur Utama PT RTC No. 049/RTC-J/B-
II.1.8/III/2011 tanggal 31 Maret 2011. Selain 
itu, dokumen visi dan misi perusahaan 
terdapat dalam Dokumen Revisi 
RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 
Tahun 2011-2020 PT RTC, dan RKUPHHK-
HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2021-
2030 PT RTC. Rumusan visi dan misi 
tersebut legal dan sesuai dengan 
kerangka PHL, yaitu memuat prinsip 
kelestarian ekologi, produksi dan sosial 
dengan segala komponen pendukungnya 
secara berkelanjutan. Sedangkan 
sosialisasi visi dan misi perusahaan 
dilakukan pada internal karyawan (level 
pemegang izin) secara formal dan 
informal dan masyarakat kampung 
sekitar. Sosialisasi visi dan misi kepada 
internal karyawan secara formal dilakukan 
di Base Camp Mamahak Teboq tanggal 17 
Februari 2019 yang dibuktikan berita acara 
dan daftar hadir sosialisasi. Sedangkan 
secara informal dilakukan dengan 
memasang rumusan visi dan misi 
perusahaan di depan Base Camp 
Mamahak Teboq PT RTC. Untuk sosialisasi 
visi dan misi perusahaan kepada 
perwakilan masyarakat kampung sekitar 
telah dilakukan yaitu pada tahun 2019 
dengan Kampung Nyaribungan dan 
Danum Paroy, tahun 2020 dengan Camat 
dan Polsek Long Hubung serta perwakilan 
masyarakat Kampung Mamahak Teboq, 
Sirau, Lutan, Datah Bilang ilir, Datah Bilang 
Ulu, Datah Bilang Baru, Long Hubung, 
Long Hubung Ulu dan Ketua Adat 
Kecamatan Long Hubung seta Kampung 
Nyaribungan, tahun 2021 dengan 

Sedang 
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
Kampung Nyaribungan, Camat Laham dan 
Camat Long Hubung. Sedangkan 
dokumen sosialisasi pada kampung 
lainnya belum tersedia yaitu kepada 
perwakilan masyarakat Kampung Long 
Gelawang dan Muara Ratah. 

1.2.2 Terdapat implementasi PHL dengan 
melakukan upaya kegiatan pengelolaan 
hutan produksi secara berkelanjutan 
sesuai dengan visi dan misi perusahaan 
yang telah ditetapkan. Namun beberapa 
kegiatan belum terealisasi dan belum 
sesuai dengan visi dan misi perusahaan, 
yaitu antara lain, penataan batas areal 
kerja belum temu gelang, realisasi 
tebangan di bawah dari rencana yang 
telah ditetapkan, penataan kawasan 
lindung belum seluruhnya terealisasi, 
belum ada bukti penerapan sisten 
silikultur THPB sesuai dokumen 
perencanaan, alokasi dana untuk seluruh 
bidang kegiatan diberikan kurang 
proporsional dan realisasi pendanaan 
belum sesuai dengan tata waktu serta 
peranan SPI/Internal Auditor masih belum 
efektif untuk mengontrol seluruh tahapan 
kegiatan. 

Sedang 

1.3 Jumlah dan kecukupan 
tenaga profesional 
bidang kehutanan pada 
seluruh tingkatan untuk 
mendukung 
pemanfaatan 
implementasi 
penelitian, pendidikan 
dan latihan.  

1.3.1 Keberadaan tenaga profesional berupa 
Sarjana Kehutanan dan menengah 
kehutanan tersedia pada semua bidang 
kegiatan/organisasi pengelolaan hutan. 
Sedangkan keberadaan Ganis PHPL juga 
telah memenuhi setiap bidang 
kegiatan/organisasi pengelolaan hutan 
dan ketentuan yang dipersyaratkan yaitu 
mencapai 100,00%. 

Baik 

1.3.2 Realisasi peningkatan kompetensi SDM 
tenaga profesional PT RTC bidang 
kehutanan dan bidang lainnya tahun 2019 
dan 2020 adalah 89,47% dari rencana 
sesuai kebutuhan. 

Baik 

1.3.3 Dokumen ketenagakerjaan PT RTC 
tersedia lengkap di lapangan. Dokumen 
tersebut antara lain Dokumen PKB, 
Dokumen Serikat Pekerja Kehutanan, 
Daftar Karyawan Bulanan PT RTC, Struktur 

Baik 



 

PR-01.rev1-2/F.24-GRS/PHPL/2021  9 
 

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
Organisasi dan Deskripsi Tugas & Fungsi 
Jabatan Pada Kantor Unit Camp Mamak 
Teboq PT RTC Tahun 2019, SK Direksi 
tentang pengangkatan karyawan 
bulanan/tetap, dokumen SPK antara 
perusahaan dengan karyawan, dokumen 
BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, 
Laporan Kecelakaan Kerja Bulanan Tahun 
2020 dan 2021, SOP Ketenagkerjaan, 
Peraturan perundang-undangan tentang 
Ketenagakerjaan dan SK Gubernur 
Kalimantan Timur tentang Upah Minimum 
Kabupaten Kutai Barat dan Provinsi 
Kalimantan Timur Tahun 2020 dan 2021. 

1.4 Kapasitas dan 
mekanisme untuk 
perencanaan 
pelaksanaan 
pemantauan periodik, 
evaluasi dan penyajian 
umpan balik mengenai 
kemajuan pencapaian 
(kegiatan) IUPHHK – 
HA/RE/HT/Pemegang 
Hak Pengelolaan 

1.4.1 Tersedia Struktur Organisasi PT RTC yang 
ditetapkan berdasarkan SK Direktur 
Utama PT RTC No. 142/RTC-J/C-6/IX/2019 
tanggal 23 Sepember 2019 tentang 
Struktur Organisasi PT RTC. Sedangkan 
Uraian Tugas (Job Deskripsi) PT RTC 
terutama untuk tenaga kerja lapangan 
ditetapkan berdasarkan SK Direktur 
Utama PT RTC No. 146/RTC-J/C-6/IX/2019 
tanggal 24 Sepember 2019 tentang 
Deskripsi Tugas & Fungsi Jabatan Pada 
Kantor Unit Camp Mamak Teboq PT RTC. 
Selain itu Struktur Organisasi dan Uraian 
Tugas PT RTC juga terdapat di dalam 
Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB 
Periode Tahun 2021-2030 PT RTC, disetujui 
berdasarkan Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 
SK.483/MenLHK-PHPL/HPL.1/2/2020 
tanggal 5 Februari 2020. Struktur 
organisasi dan job deskripsi sesuai dengan 
kerangka PHPL yaitu tersedia seksi/unit 
kerja yang bertanggung jawab menjamin 
terlaksananya kelestarian fungsi produksi, 
lingkungan/ekologi dan sosial. Hubugan 
kerja unit kerja perencanaan dengan unit-
unit kerja lapangan yang lain sebagian 
besar berjalan sebagaimana mestinya. 

Baik 

1.4.2 Tersedia perangkat SIM dilengkapi tenaga 
pelaksana seperti yang tercantum dalam 
Daftar Karyawan PT RTC Bulanan Tahun 
2019, Daftar Karyawan PT RTC Bulanan 

Baik 
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
Tahun 2020 dan Daftar Karyawan PT RTC 
Bulanan Tahun 2021 dan digambarkan 
pada Struktur Organisasi PT RTC Tahun 
2019. Perangkat dan pendukung SIM 
tersedia cukup memadai untuk kebutuhan 
kegiatan operasional di lapangan dan 
berfungsi sebagaimana mestinya. 

1.4.3 PT RTC telah mengoperasikan SIM milik 
Kementerian LHK, yaitu pelaksanaan 
SIPUHH Online dan E-Monev. SIPUHH 
Online dan E-Monev dilaksanakanoleh 
personil di Base Camp Mamahak Teboq. 
Operator/tenaga pelaksana SIPUHH 
Online dan E-Monev telah ditunjuk dari 
Direksi PT RTC. Operator/tenaga 
pelaksana SIPUHH Online ditunjuk 
berdasarkan Surat Penugasan Direktur 
Umum PT RTC No. 010/RTC-JIB-
II.3.6/II/2021 tanggal 4 Februari 2021. 
Sedangkan operator/tenaga pelaksana E-
Monev ditunjuk berdasarkan Surat 
Penugasan Direktur Utama PT RTC No. 
205/RTC-J/C-8/X/2017 tanggal 5 Oktober 
2017. Pelaksanaan sistem SIPUHH Online 
dan E-Monev telah berjalan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Kendala yang 
dialami untuk E-Monev yaitu pada saat 
pengisian kadang terjadi hambatan karena 
website/aplikasi E-Monev down/sedang 
perbaikan terutama pada Bulan 
Desember. 

Baik 

1.4.4 Terdapat Tim SPI/Internal Auditor yang 
dilengkapi personil Tim SPI/Internal 
Auditor. Tim SPI/Internal Auditor 
ditetapkan berdasarkan SK Direktur PT 
RTC No. 189/RTC-J/C-9/VIII/2016 tanggal 8 
Agustus 2016 tentang Penetapan 
Pembentukan Tim SPI PT RTC. 
Pelaksanaan internal audit Tim SPI cukup 
baik dan pelaksanaannya dilakukan secara 
rutin/berkala yaitu setahun sekali. Ruang 
lingkup audit tahun 2019 dan 2020 telah 
memuat semua tahapan kegiatan 
pengelolaan di lapangan, namun laporan 
hasil audit internal belum sesuai dengan 
SOP SPI terutama pada tanggungg jawab 

Sedang 
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
dan pelaporan. Selain itu, belum 
ditemukan adanya laporan perbaikan 
lapangan dari camp sesuai hasil temuan 
Tim SPI. Karena itu hasil kegiatan Tim SPI 
masih belum menjadi salah satu bahan 
perbaikan kegiatan di lapangan sehingga 
peranannya belum berjalan efektif untuk 
mengontrol seluruh tahapan kegiatan. 

1.4.5 Terdapat keterlaksanaan tindakan koreksi 
dan pencegahan manajemen berbasis 
monitoring dan evaluasi, baik monitoring 
dan evaluasi yang dilakukan oleh internal 
camp secara berjenjang maupun yang 
dilakukan oleh Tim SPI/Internal Auditor. 
Namun belum semua terlaksana dan 
sebagian belum terdokumentasi dengan 
baik. Selain itu laporan internal audit Tim 
SPI masih belum menjadi salah satu bahan 
perbaikan kegiatan di lapangan sehingga 
peranan SPI belum berjalan efektif untuk 
mengontrol seluruh tahapan kegiatan. 

Sedang 

1.5 Persetujuan atas dasar 
informasi awal tanpa 
paksaan (PADIATAPA)  

1.5.1 Kegiatan rencana penebangan yang akan 
mempengaruhi kepentingan hak-hak 
masyarakat setempat telah mendapatkan 
persetujuan dari sebagaian para pihak 
atas dasar informasi awal yang memadai 
yaitu dibuktikan dengan tersedianya 
dokumen RTUPHHK-HA PT RTC Tahun 
2019, 2020 dan 2021 yang disahkan secara 
mandiri oleh Direktur Utama PT RTC, 
perizinan TPn, TPK Hutan dan TPK 
Antara/Logpond. Sesuai dengan 
RKTUPHHK-HA tahun berjalan, PT RTC 
telah melakukan konsultasi dan sosialisasi 
yang selanjutnya persetujuan dari 
masyarakat adat dan aparat kampung 
sekitar yang dibuktikan dengan berita 
acara dan pembuatan MoU serta 
mengadakan ritual adat buka RKT baru 
(Adat ‘Makan Tana’). Berdasarkan 
dokumen sosialisasi yang tersedia, 
sosialisasi RKT Tahun 2020 dan 2021 
dilakukan dengan perwakilan masyarakat 
Kampung Danum Paroy, Nyaribungan, 
Mamahak Teboq, Sirau, Lutan, Datah 
Bilang ilir, Datah Bilang Ulu, Datah Bilang 

Sedang 
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Baru, Long Hubung, Long Hubung Ulu, 
Camat Laham dan Camat dan Polsek Long 
Hubung. Untuk Kampung Long Gelawang 
yang memiliki klaim wilayah adat di blok 
RKT 2017, 2018, 2019 dan 2020 belum 
tersedia dokumen Mou dan dokumen 
sosialisasi. 

1.5.2 Terdapat persetujuan dalam proses dan 
pelaksanaan kelola sosial/CD/CSR PT RTC 
dari para para pihak yaitu pemerintah, 
internal perusahaan dan perwakilan 
masyarakat sekitar. Proses penyusunan 
rencana kegiatan kelola sosial/CSR/CD PT 
RTC dimulai dari dokumen RKUPHHK-HA 
dan RKTUPHHK-HA Tahun 2019, 2020 dan 
2021, kemudian penyusunan RO Kelola 
Sosial/CSR/CD yang telah mengakomodir 
kepentingan masyarakat. Untuk kegiatan 
insidentil, masyarakat membuat proposal 
kegiatan yang ditandatangani oleh aparat 
kampung setempat. Realisasi kegiatan 
kelola sosial/CD/CSR PT RTC telah diterima 
dan disetujui oleh masyarakat 
desa/kampung binaan dan atau 
desa/kampung terdampak dan dibuatkan 
laporan kegiatan kelola sosial tahun 2019, 
2020 dan 2021 serta terdapat bukti 
realisasi kegiatan kelola sosial berupa 
berita acara, bukti kuitansi dan foto 
dokumentasi serah terima bantuan. 
Persetujuan dalam proses dan 
pelaksanaan kelola sosial/PMDH/CSR/CD 
PT RTC baik dari para pihak maupun 
khusus dari masyarakat desa/kampung 
binaan dan atau desa/kampung 
terdampak mencapai 100%. 

Baik 

1.5.3 Terdapat persetujuan dalam proses 
penetapan kawasan lindung PT RTC dari 
para pihak yaitu pihak pemerintah 
(Kementerian LHK), internal perusahaan 
dan masyarakat kampung sekitar. 
Kawasan lindung yang ditetapkan PT RTC 
telah disosialisasikan kepada perwakilan 
masyarakat seluruh kampung sekitar areal 
kerja yang merupakan masyarakat 
desa/kampungbinaan dan atau 

Baik 
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desa/kampung terdampak yaitu Kampung 
Mamahak Teboq, Lutan, Datah Bilang Ulu, 
Datah Bilang Ilir, Long Hubung, Danum 
Paroy, Long Gelawang, Long Hubung Ulu, 
Data Bilang Baru, Sirau, Nyaribungan dan 
Muara Ratah yang dibuktikan dengan 
dokumen sosialisasi (BTOR) yang 
dilengkapi dengan foto dokumentasi 
kegiatan dan daftar hadir. Persetujuan 
dalam proses penetapan kawasan lindung 
PT RTC baik dari para pihak maupun 
khusus dari masyarakat desa/kampung 
binaan dan atau desa/kampung 
terdampak mencapai 100,00%. 

2 PRODUKSI 

2.1 Penataan areal kerja 
jangka panjang dalam 
pengelolaan hutan 
lestari  

2.1.1 PT RATAH TIMBER telah menyusun 
RKUPHHK-HA periode 2011-2020 yang 
telah disahkan oleh pejabat yang 
berwenang. Rencana jangka panjang telah 
dibuat landscaping/penataan luasan sesuai 
dengan kondisi biofisik setempat. RKU 
tersebut telah diperbaharui dengan RKU 
periode 2021-2030. RKU tersebut telah 
disahkan oleh pejabat yang berwenang. 
Kedua tersebut dibuat berdasarkan hasil 
IHMB dan tidak terdapat peringatan 
terkait pemenuhan kewajiban 
pengesahan, 

Baik 

2.1.2 PT RATAH TIMBER telah 
mengimplementasikan seluruh penataan 
areal kerja di lapangan untuk RKT 2019-
2021 dan sesuai dengan rencana jangka 
panjang (RKU). 

Baik 

2.1.3 PT RATAH TIMBER telah melakukan 
pemeliharaan pada seluruh batas blok dan 
petak untuk RKT 2019-2021. 

Baik 

2.2 Tingkat pemanenan 
lestari untuk setiap 
jenis hasil hutan kayu 
utama dan bukan kayu 
pada setiap tipe 
ekosistem.  

2.2.1 Tersedia data potensi tegakan 
berdasarkan hasil IHMB lengkap dengan 
peta pendukungnya. Tersedia data 
potensi ITSP untuk RKT 2020 dan 2021, 
dilengkapi dengan peta sebaran pohon. 
Hasil verifikasi lapangan diketahui 
terdapat kegiatan ITSP berupa label 
merah dan barcode pada pohon masak 
tebang dan tunggak. 

Baik 

2.2.2 PT Ratah Timber telah melakukan analisis Sedang 
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riap dan dibuat laporan yang disampaikan 
kepada Puslitbang Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasil 
analisis riap tersebut belum digunakan 
sebagai dasar penentuan jatah tebang 
tahunan. 

2.3 Pelaksanaan penerapan 
tahapan 
sistemsilvikultur untuk 
menjamin regenerasi 
hutan.  

2.3.1 PT RATAH TIMBER selama tahun 2020 
telah menerapkan sebagian sistem 
silvikultur TPTI dan THPB di lapangan. 
Tanaman sengon dan karet belum 
dipelihara secara menyeluruh. 

Sedang 

2.3.2 Potensi tegakan sebelum masak tebang 
yang telah ditinggalkan oleh PT RATAH 
TIMBER 2018-2019 adalah 66 batang/Ha 
atau >25 batang/Ha. 

Baik 

2.3.3 Potensi permudaan yang telah 
ditinggalkan oleh PT RATAH TIMBER 2018-
2019 untuk tingkat hidup tiang adalah 131 
batang/Ha atau >100 batang/Ha. 

Baik 

2.3.4 PT Ratah Timber telah merencanakan 
kegiatan SILIN pada RKU dan RKT 2020 
dan telah melaksanakan silin sesuai 
dengan tahapan kegiatan yang tertuang di 
dalam RKUPHHK tersebut. 

Baik 

2.3.5 PT Ratah Timber telah merencanakan 
kegiatan SILIN pada RKU  dan RKT 2020 
tetapi tahapannya perencanaan 
pelaksanaannya belum dilakukan pada 
seluruh area yang diperuntukkan untuk 
SILIN. 

Sedang 

2.4 Ketersediaan dan 
penerapan teknologi 
ramah lingkungan 
untuk pemanfaatan 
hutan  

2.4.1 PT Ratah Timber telah memiliki prosedur 
Reduce Impact Logging (RIL) yang isinya 
terdapat proses kerja yang urutannya 
telah sesuai dengan sistem silvikultur TPTI 
dan Peraturan Perdirjen PHPL Nomor 
P.9/PHPL/SET/KUM.1/11/2018. Isinya pun 
telah sesuai dengan kondisi areal kerja PT 
Ratah Timber yaitu hutan tanah kering, 
topografi datar sampai bergelombang, 
prosedur tersebut telah ditandatangani 
oleh pejabat yang berwenang. 

Baik 

2.4.2 PT Ratah Timber telah melakukan RIL 
pada 2 tahapan yaitu pemanenan dan 
paska pemanenan. Kekurangan dalam 
tahapan RIL adalah sedimen trap kurang 
berfungsi dengan baik. 

Sedang 
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2.4.3 Persentase tingkat kerusakan tegakan 

tinggal PT Ratah Timber adalah sebesar 
5,94% atau <15%. 

Baik 

2.4.4 Rata-rata faktor eksploitasi PT Ratah 
Timber adalah 0,88-0,89 atau lebih dari 
0,70. 

Baik 

2.5 Realisasi penebangan 
sesuai dengan rencana 
kerja penebangan / 
pemanenan / 
pemanfaatan pada 
areal  kerjanya.  

2.5.1 PT Ratah Timber telah menyusun 
dokumen RKT 2019-2021 yang telah 
disahkan oleh pejabat yang berwenang 
dan isinya sesuai dengan RKU Periode 
2011-2020 atau RKU 2021-2030 PT Ratah 
Timber. 

Baik 

2.5.2 PT Ratah Timber telah membuat peta 
kerja untuk RKT 2019-2021 yang telah 
ditandatangi oleh pejabat yang 
berwenang yaitu Ir. Awang Dermawan 
sebagai GANIS CANHUT dengan nomor 
register 00961-11/CANHUT/XX/2012. Ketiga 
peta tersebut sesuai dengan Peta RKU 
2011-2020 maupun RKU 2021-2030 dan 
menggambarkan area yang dimanfaatkan 
dan dilindungi. 

Baik 

2.5.3 PT RATAH TIMBER telah melakukan 
penandaan di lapangan pada seluruh 
batas blok dan petak, serta pada area 
yang tidak diproduksi sesuai peta kerja 
RKT 2019-2020 

Baik 

2.5.4 Rata-rata kesesuaian realisasi panen 
dengan RKT tahun 2019-2020 adalah 
69,77% atau 50-70%. 

Sedang 

2.6 Tingkat investasi dan 
reinvestasi yang 
memadai dan 
memenuhi kebutuhan 
dalam pengelolaan 
hutan, administrasi, 
penelitian dan 
pengembangan serta 
peningkatan 
kemampuan sumber 
daya  

2.6.1 Kondisi kesehatan finansial PT Ratah 
Timber 2018 untuk likuiditas yaitu 375,06%; 
solvabilitas 439,51%; rentabilitas adalah 
31,89%. Sedangkan untuk tahun 2019 
untuk likuiditas yaitu 1.115,81%; solvabilitas 
777,60%; rentabilitas adalah 6,94% Kedua 
laporan keuangan tersebut memiliki opini 
wajar tanpa pengecualian. 

Baik 

2.6.2 Rata-rata realisasi anggaran pengelolaan 
hutan PT Ratah Timber tahun 2018 adalah 
69,35% dan 2019 adalah 66,78% atau 60-
79%. 

Sedang 

2.6.3 Rata-rata simpangan anggaran PT Ratah 
Timber pada tahun 2018 adalah 30,65% 
dan 2019 adalah 33,73% atau 20-50%. 

Sedang 

2.6.4 Realisasi pendanaan yang dilakukan PT Sedang 
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Ratah Timber pada tahun 2018-2019 lancar 
dan belum sesuai dengan tata waktu. 

2.6.5 Pada tahun 2018 direalisasikan anggaran 
yang ditanamkan (kembali) ke hutan 
sebesar 84,28%. Sedangkan untuk tahun 
2019 sebesar 80,01%. Maka, rata-rata 
anggaran yang ditanamkan (kembali) ke 
hutan 2018-2019 adalah 82,15% atau > 80%. 

Baik 

2.6.6 Realisasi kegiatan fisik pembinaan hutan 
PT Ratah Timber 2019-2020 adalah 96,74% 
atau >80% dari rencana. 

Baik 

3 EKOLOGI 

3.1 Keberadaan, 
kemantapan dan 
kondisi kawasan 
dilindungi pada setiap 
tipe  hutan  

3.1.1 PT Ratah Timber telah menetapkan 
kawasan lindung dan tercantum dalam 
dokumen, antara lain: ANDAL pengesahan 
26 Februari 2007, RKUPHHK-HA berbasis 
IHMB Periode Tahun 2021 s.d. 2030 
pengesahan 5 Februari 2020, dan 
Keputusan Direktur Utama PT Ratah 
Timber Nomor : 104/RTC.S/D.3/V/2015 
tanggal 1 Mei 2015. Hasil verifikasi 
dokumen dan wawancara diketahui 
bahwa kondisi kawasan lindung PT RTC 
sudah sesuai dengan kondisi biofosiknya. 

Baik 

3.1.2 PT Ratah Timber telah melakukan 
penataan batas Kawasan Lindung dengan 
prestasi penataan  batas sampai kegiatan 
Resertifikasi PHPL sepanjang 500,94 Km 
dari total panjang keseluruhan 544,12 Km 
(92,06 %). Hasil verifikasi terhadap kualitas 
batas kawasan lindung diketahui bahwa 
tidak seluruhnya rintisan batas terlihat 
jelas. 

Baik 

3.1.3 Berdasarkan hasil overlay peta kawasan 
lindung dengan peta Citra Landsat liputan 
tanggal 21 Januari 2020, 18 November 
2019, dan 15 September 2019 dengan peta 
kawasan lindung PT RTC, diketahui bahwa 
kondisi penutupan kawasan lindung PT 
RTC didominasi oleh hutan primer 
(8.448,63) Ha dan hutan lahan sekunder 
(7.342,18 Ha), dengan total luas sebesar 
15.790,81 Ha. Dengan demikian, 
persentase penutupan kawasan lindung 
PT RTC sebesar (15.790,81 : 16.919,14) Ha x 
100 % = 93,33 %. 

Baik 
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3.1.4 Kawasan lindung PT RTC telah mendapat 

pengakuan dari para pihak antara lain: 
Pemerintah, masyarakat sekitar, dan 
internal perusahaan. Bukti pengakuan 
para pihak terhadap kawasan lindung 
antara lain : Pemerintah (pengesahan 
RKUPHHK-HA tahun 2020, persetujuan 
ANDAl, RKL, dan RPL tahun 2007, dan 
persetujuan RKTUPHHK-HA tahun 2019, 
2020, dan 2021); masyarakat sekitar areal 
(sosialisasi kawasan lindung kepada 
kampung- sekitar areal); Manajemen 
internal perusahaan (pengelolaan seluruh 
kawasan lindung dan pemahaman 
karyawan terhadap kawasan lindung). 
Dengan demikian, kawasan lindung PT 
RTC telah mendapat pengakuan dari 
seluruh para pihak. 

Baik 

3.1.5 PT Ratah Timber telah melaksanakan dan 
membuat laporan pengelolaan kawasan 
lindung, antara lain : Lereng E (> 40 %), 
Buffer Zone Hutan Lindung, Konservasi 
Insitu, Sempadan Sungai, KPPN, HCV. 
Pengelolaan sudah dilakukan untuk 
seluruh kawasan lindung berdasarkan 
hasil tata ruang yang tecantum dalam 
RKUPHHK-HA. 

Baik 

3.2 Perlindungan dan 
pengamanan hutan  

3.2.1 PT Ratah Timber memiliki prosedur 
perlindungan hutan, yaitu : Prosedur 
Pengamanan dan Perlindungan Hutan, 
Prosedur Pengendalian Kebakaran Hutan 
dan Lahan, dan Prosedur Pengamanan 
dan Penanganan Keadaan Darurat.. Hasil 
telaah prosedur tersebut, diketahui 
bahwa prosedur telah mencakup seluruh 
jenis atau potensi gangguan yang ada di 
areal PT RTC, antara lain : pembalakan liar 
(illegal logging), perambahan hutan, dan 
kebakaran hutan. 

Baik 

3.2.2 PT Ratah Timber memiliki sarpras 
perlindungan gangguan hutan, yaitu: 
Sarpras SATPAM PH dan Pengamanan 
hutan, dan Sarpras DALKARHUTLA. 
Berdasarkan verifikasi dokumen, verifikasi 
lapangan, dan wawancara diketahui 
bahwa jumlah sarpras perlindungan hutan 

Baik 
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yang dimiliki PT RTC sudah sesuai dengan 
ketentuan. Sarana prasarana yang ada 
berfungsi dengan baik. 

3.2.3 PT Ratah Timber memiliki SDM 
perlindungan hutan, antara lain: SDM 
SATPAM PH dan, SDM DALKARHUTLA. 
Jumlah SDM SATPAM PH sebanyak 9 
orang (100 %) serta semuanya bersertifikat 
Diklat SATPAM (pemenuhan kualifikasi 
sebesar 100 %). Pemenuhan SDM 
DALKARHUTLA sebesar 100 % dan 
pemenuhan kualifikasinya sebesar 45,65 %. 
Dengan demikian, pemenuhan jumlah dan 
kualifikasi SDM  perlindungan hutan PT 
RTC sebesar (100 % + 100 % + 100 % + 45,65 
%) : 4 = 86,41 %. 

Sedang 

3.2.4 PT Ratah Timber telah melaksanakan 
kegiatan perlindungan gangguan hutan 
berdasarkan potensi dan atau jenis 
gangguan yang ada, antara lain: 
pembalakan liar (illegal logging), 
perambahan hutan, dan kebakaran hutan. 
Kegiatan perlindungan yang dilakukan 
melalui tindakan 
preemtif/preventif/represif). 

Baik 

3.3 Pengelolaan dan 
pemantauan dampak 
terhadap tanah dan iar  

3.3.1 PT Ratah Timber telah memiliki prosedur 
pengelolaan dan pemantauan dampak 
terhadap tanah dan air, antara lain : 
Prosedur Pemantauan Erosi, Prosedur 
Pemantauan Debit Air dan Sedimentasi, 
Prosedur Pemantauan Kualitas Air Sungai, 
Prosedur Pengukuran Curah Hujan,  
Prosedur Pemantauan Konservasi Tanah 
dan Air. Prosedur yang dimiliki PT RTC 
telah mencakup  seluruh dampak 
terhadap tanah dan air akibat dari 
pemanfaatan hutan sebagaimana dampak 
yang tertuang dalam dokumen ANDAL 
tahun 2007. 

Baik 

3.3.2 PT Ratah Timber memiliki sarana 
pengelolan dan pemantauan dampak 
terhadap tanah dan air, antara lain: (1) 
sarana pengelolaan: sedimen trap, 
penanaman cover crop, sudetan, drainase, 
teras individu, jembatan dan (2) sarana 
pemantauan: timbangan, oven, kertas 

Baik 
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saring,ombrometer, thermometer, 
hygrometer, bola pingpong, stik pengukur 
TMA, bak erosi, botol 600 ml, ember. 
Kondisi sarana pengelolaan dan 
pemantauan dampak tersebut semuanya 
dalam kondisi baik. Sarana pengelolaan 
dan pemantauan tersebut sudah 
mencukupi untuk melakukan kegiatan 
pengelolaan dan pemantauan dampak, 
antara lain: erosi tanah, debit sungai, laju 
deforestasi, dan kualitas air. 

3.3.3 PT Ratah Timber memiliki SDM yang 
melaksanakan kegiatan pengelolaan dan 
pemantauan dampak terhadap tanah dan 
air sebanyak 6 orang berstatus karyawan 
bulanan dengan kualifikasi pendidikan 
formal  (S1, D3 dan SMA) dan non formal 
(GANIS BINHUT, pelatihan-pelatihan 
terkait kelola lingkungan). Dengan 
demikian, jumlah dan kualifikasi SDM 
pengelolaan dan pemantauan dampak 
terhadap tanah dan air telah memadai. 

Baik 

3.3.4 PT Ratah Timber memiliki rencana 
pengelolaan dampak lingkungan 
berdasarkan Dokumen RKL tahun 2007, 
antara lain terkait: erosi tanah, 
peningkatan debit sungai, peningkatan 
laju sedimentasi, perubahan iklim mikro, 
dan perubahan sifat fisik tanah. 
Berdasarkan verifikasi lapangan dan 
wawancara, rencana pengelolaan dampak 
terhadap tanah dan air tersebut telah 
diimplementasikan seluruhnya, antara 
lain: penebangan sesuai RIL, pembuatan 
sediment trap, penanaman cover crop, 
pembuatan sudetan, pembuatan drainase, 
pembuatan teras individu/tapak kuda. 

Baik 

3.3.5 PT Ratah Timber memiliki rencana 
pemantauan dampak lingkungan yang 
tertuang dalam Dokumen RPL Tahun 
2007, antara lain terkait : peningkatan laju 
erosi, penurunan tingkat kesuburan tanah, 
dan penurunan kualitas air. Berdasarkan 
verifikasi dokumen dan wawancara, PT 
RTC telah melaksanakan kegiatan 
pemantauan dampak terhadap tanah dan 

Sedang 
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air, yaitu : pengukuran erosi 
menggunakan metode bak, pengujian 
kualitas air di Laboratorium Kualitas Air 
Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan 
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 
Universitas Mulawarman. Terdapat 
kegiatan pemantauan dampak yang 
belum dilaksanakan PT RTC yaitu terkait 
dengan kesesuburan tanah. Dengan 
demikian, persentase implementasi 
kegiatan pemantauan dampak sebesar 2/3 
x 100 % = 66,67 %. 

3.3.6 PT Ratah Timber telah melaksanakan 
pengukuran erosi, debit air, sedimentasi, 
dan kualitas air. Berdasarkan hasil 
pengukuran tersebut serta verifikasi di 
workshop dan penampungan limbah B 3, 
disimpulkan bahwa di areal PT RTC tidak 
terdapat indikasi dampak besar dan 
penting terhadap tanah dan air akibat 
pengelolaan hutan. 

Baik 

3.4 Identifikasi spesies flora 
dan fauna yang 
dilindungi dan/atau 
langka (endangered), 
jarang (rare), terancam 
punah (threatened) dan 
endemik  

3.4.1 PT Ratah Timber memiliki prosedur 
identifikasi flora dan fauna yaitu: Prosedur 
identifikasi flora jarang, langka, terancam 
punah, endemik, dan dilindungi. 
No.dokumen: RTC/PL/446-60 dan 
Prosedur identifikasi fauna jarang, langka, 
terancam punah, endemik, dan dilindungi. 
No.dokumen: RTC/PL/446-59. prosedur 
telah menguraikan tahapan-tahapan 
identifikasi flora dan fauna termasuk di 
dalam prosedur terdapat daftar flora dan 
fauna J, L, TP, E, dan D di areal PT RTC 
serta terdapat panduan identifikasinya. 

Baik 

3.4.2 PT Ratah Timber telah melaksanakan 
kegiatan identifikasi flora dan fauna 
dilindungi dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan endemik yang 
terdapat dalam laporan-laporan, antara 
lain :  identifikasi flora (laporan monitoring 
PSP sempadan Sungai Pahangat Blok RKT 
2020), laporan monitoring PSP heat forest 
(hutan kerangas) di areal PT Ratah 
Timber, pemantauan ekologis pada PSP 
Blok RKT 2020 di areal PT Ratah Timber, 
pembuatan PSP Blok RKT 2021, 

Baik 
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rekapitulasi tingkat kesediaan tegakan 
vegetasi (pohon/ha) PSP di blok tebangan 
dan tipe hutan tahun 2020, laporan 
pelaksanaan RKL dan RPL semester I dan 
II tahun 2019 dan semester I dan II tahun 
2020;  identifikasi fauna (laporan 
monitoring satwa liar di areal PT Ratah 
Timber, laporan pelaksanaan RKL dan RPL 
semester I dan II tahun 2019 dan semester 
I dan II tahun 2020).  

3.5 Pengelolaan flora 
untuk: 
1. Luasan tertentu dari 

hutan produksi yang 
tidak terganggu dan 
bagian yang tidak 
rusak. 

2. Perlindungan 
terhadap spesies 
fauna dilindungi 
dan/atau langka, 
jarang, terancam 
punah dan endemik 

3.5.1 PT Ratah Timber memiliki prosedur 
pengelolaan flora yaitu Prosedur 
Pengelolaan Flora Dilindungi, 
no.dokumen: RTC/PL/446-28. Berdasarkan 
telaah prosedur tersebut diketahui 
prosedur telah menguraikan tahapan-
tahapan pengelolaan flora dan upaya yang 
dilakukan untuk mencapai tujuan 
pengelolaan flora. Selain itu, prosedur 
juga dilengkapi daftar jenis tumbuhan 
yang menjadi prioritas pengelolaan. 

Baik 

3.5.2 PT Ratah Timber telah melaksanakan 
kegiatan pengelolaan flora dilindungi, 
antara lain: identifikasi, inventarisasi, 
sosialisasi, pemasangan papan larangan, 
patroli, kerjasama pengamanan, dan 
kerjasama penelitian. kegiatan 
pengelolaan flora PT RTC sudah 
mencakup kegiatan identifikasi; 
inventarisasi; pemantauan; pengkajian, 
penelitian, dan pengembangan, tetapi 
belum mencakup kegiatan pembinaan 
habitat & populasi (persentase 
pemenuhan 66,67 %). 

Sedang 

3.5.3 Berdasarkan verifikasi dokumen dan 
wawancara, di areal PT RTC terdapat 
kegiatan perladangan dan pembalakan 
liar/illegal logging oleh masyarakat sekitar. 
Kegiatan tersebut tidak terorganisir dan 
dalam jumlah yang sedikit. Dengan 
demikian, di areal PT RTC masih terdapat 
indikasi gangguan terhadap kondisi 
spesies flora dilindungi, jarang, langka, 
terancam punah, dan endemik 

Sedang 

3.6 Pengelolaan fauna 
untuk: 

3.6.1 PT Ratah Timber memiliki prosedur 
pengelolaan fauna dilindungi yaitu 

Baik 
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3. Luasan tertentu dari 

hutan produksi yang 
tidak terganggu dan 
bagian yang tidak 
rusak 

4. Perlindungan 
terhadap spesies 
fauna dilindungi 
dan/atau langka, 
jarang, terancam 
punah dan endemik  

Prosedur pengelolaan satwa dilindung, 
no.dokumen: RTC/PL/446-29. Berdasarkan 
telaah terhadap prosedur tersebut 
diketahui bahwa prosedur menguraikan 
tahapan-tahapan kegiatan pengelolaan 
satwa liar. Prosedur juga sudah dilengkapi 
daftar jenis satwa liar yang menjadi 
prioritas pengelolaan. 

3.6.2 PT Ratah Timber telah melaksanakan 
kegiatan pengelolaan fauna dilindungi, 
antara lain: sosialisasi, identifikasi, 
pemasangan papan larangan, patroli, 
kerjasama pengamanan, dan kerjasama 
penelitian. Kegiatan pengelolaan fauna 
yang dilakukan sudah mencakup kegiatan 
identifikasi; pemantauan; penyelamatan 
jenis; pembinaan habitat & populasi; dan 
pengkajian, penelitian dan 
pengembangan, tetapi belum mencakup 
kegiatan inventarisasi (pemenhan 83,33 
%). 

Sedang 

3.6.3 Berdasarkan verifikasi dpkumen dan 
wawancara, di areal PT RTC masih 
terdapat kegiatan perburuan liar 
masyarakat. Pada umumnya masyarakat 
berburu menggunakan jerat. Walauun 
target perburuan adalah Babi Hutan, 
namun tidak menutup kemungkinan jenis 
fauna dilindungi ikut terkena jerat juga. PT 
Ratah Timber berupaya meminimalisir 
perburuan liar masyarakat dengan 
melakukan sosialisasi, pemasangan papan 
larangan berburu, dan patroli rutin. 

Sedang 

4 SOSIAL 

4.1 Kejelasan deliniasi 
kawasan operasional 
perusahaan/pemegang 
izin dengan kawasan 
masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat 
setempat  

4.1.1 PT Ratah Timber sudah memiliki dokumen 
perencanaan SDH, data serial dan laporan 
mengenai pola penguasaan dan 
pemanfaatan SDA/SDH  maupun 
identifikasi hak-hak dasar masyarakat adat 
dan/atau masyarakat setempat. 
Keberadaan data dan informasi tersebut 
seluruhnya mencakup aktivitas dan 
wilayah desa/masyarakat lokal setempat 
dan berdasarkan data informasi terbaru. 

Baik 

4.1.2 Terdapat mekanisme penataan 
batas/rekonstruksi batas kawasan secara 

Baik 
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partisipatif dan konflik batas kawasan 
yang disepakati para pihak 

4.1.3 SOP bidang sosial yang dimiliki PT Ratah 
Timber secara legalitas formal absah 
karena  disusun, diperiksa dan disahkan 
oleh pejabat perusahaan yang memiliki 
kewenangan. Selain itu, prosedur-
prosedur tersebut tetap relevan 
diterapkan pada lingkup kegiatan 
pengelolaan SDH oleh PT Ratah Timber. 

Baik 

4.1.4 Berdasarkan hasil kegiatan verifikasi 
dokumen dan lapangan PT Ratah Timber 
telah melakukan pendataan, keberadaan 
klaim adat atau masyarakat 
lokal/setempat, mendokumentasi dan 
melaporkan, penandaan dilapangan masih 
terbatas dan belum mencakup seluruh 
desa & seluruh areal kerja. 

Sedang 

4.1.5 PT  Ratah Timber telah mendapatkan 
pengakuan dan persetujuan dari para 
pihak dan sebagian dari masyarakat 
lokal/setempat, bentuk pengakuan 
tersebut dilakukan secara tertulis dan 
tidak tertulis.  Masih terdapat konflik 
penguasaan dan penggunaan lahan oleh 
masyarakat, namun baru teridentifikasi 
sebagian (belum keseluruhan) dan 
menunjukkan proses konflik dapat 
dikelola. 

Sedang 

4.2 Implementasi tanggung 
jawab sosial 
perusahaan  sesuai 
dengan  peraturan 
perundangan yang 
berlaku  

4.2.1 Pemenuhan dokumen yang menyangkut 
tanggung jawab sosial oleh PT Ratah 
Timber secara legal formal sesuai 
peraturan perundangan telah terpenuhi 
dalam bentuk keberadaan dokumen 
rencana jangka panjang, jangka pendek 
(tahunan), laporan keuangan, laporan 
ketenagakerjaan dan adanya peraturan 
perusahaan yang mengatur hubungan 
perusahaan dengan karyawan sesuai 
dengan peraturan perundangan yang 
relevan. 

Baik 

4.2.2 Ketersediaan dokumen rencana, 
mekanisme dan realisasi pemenuhan 
kewajiban sosial terhadap masyarakat 
milik PT Ratah Timber sudah tersedia 
lengkap. 

Baik 
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4.2.3 Pada setiap sosialiasi selain materi pokok 

disampaikan pula informasi penting 
lainnya terkait mengenai perusahaan dan 
program kegiatan. Beberapa materi yang 
disampaikan antara lain; perencanaan 
pengelolah hutan/ RKT Tahun berjalan, 
perencanaan program kelola sosial/ 
PMDH, aspirasi masyarakat dalam 
program PMDH, namun materi mengenai   
konflik dan struktur resolusi belum 
disampaikan dalam agenda sosialisasi. 
alam pelaksanaannya juga dilengkapi 
dengan penandatanganan BA oleh para 
pihak; seperti Berita Acara Pelaksanaan 
Sosialisasi Visi Dan Misi Perusahaan 
Kepada Masyarakat Desa. 

Sedang 

4.2.4 Kinerja PT Ratah Timber sudah tersedia 
sebagian bukti realisasi pemenuhan 
tanggung jawab sosial terhadap 
masyarakat. 

Sedang 

4.2.5 Ketersediaan laporan hasil pelaksanaan 
tanggung jawab sosial milik PT Ratah 
Timber tersedia dengan baik tahun 2019 
dan 2020, serta dilengkapi bukti dan 
dokumentasi. 

Baik 

4.3 Ketersediaan 
mekanisme dan 
implementasi distribusi 
manfaat yang adil antar 
para pihak  

4.3.1 PT Ratah Timber memiliki data dan 
informasi mengenai kelompok masyarakat 
yang terlibat, tergantung dan terpengaruh 
oleh aktivitas pengelolaan SDH khususnya 
desa sekitar blok RKT periode 2020 dan 
2021. 

Baik 

4.3.2 Mekanisme yang tersedia di PT Ratah 
Timber mengenai peningkatan peran serta 
dan aktivitas ekonomi masyarakat yang 
berbasis hutan  tersedia lengkap dan 
menjadi prioritas perusahaan. Kajian sosial 
desa binaan dan monitoring evaluasi 
terkait program dan kegiatan yang selama 
ini diterapkan cukup memadai, namun 
belum lengkap. 

Baik 

4.3.3 Hasil verifikasi terhadap dokumen, dapat 
dijelaskan bahwa keberadaan rencana 
kegiatan peningkatan peran serta dan 
aktivitas ekonomi masyarakat sudah 
tersedia. Beberapa kegiatan terkait sudah 
ada laporan seperti misalnya penerimaan 

Baik 
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tenaga kerja lokal, pendidikan dan 
pelatihan tenaga kerja lokal. 

4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran 
serta dan aktivitas ekonomi masyarakat 
baik sasaran maupun bentuk 
peningkatannya sudah ada, namun masih 
terbatas. Pelibatan masyarakat sebagai 
tenaga kerja dengan status bulanan 
maupun borongan, sedangkan untuk kerja 
sama kelembagaan usaha seperti  
pemenuhanan kebutuhan logistik belum 
dituangkan dalam sebuah perjanjian usaha 
dengan supplier local. 

Sedang 

4.3.5 Terdapat bukti dokumen/laporan 
mengenai pelaksanaan distribusi manfaat 
kepada para pihak namun belum lengkap 
& jeImplementasi kegiatan peningkatan 
peran serta dan aktivitas ekonomi 
masyarakat baik sasaran maupun bentuk 
peningkatannya sudah ada, namun masih 
terbatas. Pelibatan masyarakat sebagai 
tenaga kerja dengan status bulanan 
maupun borongan, sedangkan untuk kerja 
sama kelembagaan usaha seperti  
pemenuhanan kebutuhan logistik belum 
dituangkan dalam sebuah perjanjian usaha 
dengan supplier local. 

Baik 

4.4 Keberadaan mekanisme 
resolusi konflik yang 
handal  

4.4.1 Keberadaan mekanisme resolusi konflik 
belum mengacu pada Peraturan Dirjen 
PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 
tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan 
Resolusi Konflik Pada Pemegang Izin 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
(IUPHHK) dalam Hutan Produksi. Di dalam 
peraturan tersebut terdapat rincian cara 
pelaksanaan pemetaan dan penilaian 
potensi konflik serta pemenuhan 
kewajiban pemegang izin IUPHHK untuk 
membuat dan melaporkan laporan 
periodik setiap 6 bulan ke kepada Dinas 
Kehutanan Provinsi. 

Sedang 

4.4.2 PT  Ratah Timber telah memiliki peta 
potensi dan peta konflik lengkap dengan 
diskripsi yang memadai. Peta dan 
dokumen konflik dilengkapi data dan 
informasi terkait keberadaan potensi 

Baik 
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konflik yang berada di dalam dan sekitar 
areal kerja. Keberadaan peta konflik 
mengacu keseluruhan sesuai mandat yang 
diatur dalam Peraturan Dirjen No. 
P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang 
Pedoman Potensi dan Resolusi Konflik 
Pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan 
Produksi. 

4.4.3 PT RTC dapat dikatakan telah memiliki 
fungsi kelembagaan ‘Resolusi Konflik’, 
telah direpresentasikan dalam struktur 
organisasi secara eksplisit dan spesifik 
dalam penanganan langsung. Di dalam 
struktur tersebut telah terdapat 
perwakilan dari setiap stakeholder yaitu 
pemerintah, masyarakat setempat dan 
pihak PT Ratah Timber. 

Baik 

4.4.4 PT Ratah Timber telah memiliki sistem 
dokumentasi terhadap penanganan 
potensi dan resolusi konflik yang terjadi. 
Rangkaian proses identifikasi, 
penyelesaian konflik telah terdokumentasi 
dengan jelas dan lengkap. Sesuai dengan 
sistematika pada instrumen 
P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. Akan tetapi, 
belum terdapat bukti pelaporan kepada 
pihak Dinas maupun Kementerian. 

Sedang 

4.5 Perlindungan, 
Pengembangan dan 
Peningkatan 
Kesejahteraan Tenaga 
Kerja  

4.5.1 Hubungan industrial, antara pengusaha 
dengan karyawan lingkup PT Ratah 
Timber telah terjalin dan dilandasi dengan 
peraturan perusahaan yang telah 
mendapatkan pengesahan dari instansi 
berwenang.  Hubungan industrial ini telah 
diimplementasikan secara keseluruhan 
sesuai dengan peraturan perundangan 
yang berlaku. 

Baik 

4.5.2 PT Ratah Timber tahun 2019 dan 2020 
sebagaimana disajikan pada tabel di atas, 
maka realisasi peningkatan kompetensi 
SDM tenaga professional PT Ratah Timber 
adalah 68/76 x 100% = 89,47% dari rencana 
sesuai kebutuhan. 

Sedang 

4.5.3 PT  Ratah Timber  memilki  standar jenjang 
karir  dan digunakan sebagai acuan dalam 
melakukan rotasi karyawan. Informasi 

Baik 
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mengenai standar jenjang karir diperkuat 
dengan bukti adanya Surat Keputusan 
Direksi tentang pengangkatan karyawan 
maupun dalam bentuk SK promosi 
jabatan. 

4.5.4 PT Ratah Timber memiliki dokumen 
tunjangan kesejahteraan karyawan dan 
telah diimplementasikan seluruhnya. PT 
Ratah Timber memasukkan aturan 
tentang kesejahteraan karyawan di dalam 
Perjanjian Kerja Bersama, menyediakan 
dan membayar BPJS Tenaga Kerja dan 
Kesehatan, menyediakan fasilitas-fasilitas 
yang terkait dengan kesejahteraan 
karyawan, sarana prasarana di Base Camp 
Mamahak Teboq. 

Baik 

 

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 

1.1.  Areal unit manajemen 
hutan terletak dikawasan 
hutan produksi  

1.1.1.a  PT. Ratah Timber sudah memiliki dokumen 
legal terkait perizinan yaitu SK Menteri 
Pertanian No. SK 526/KPTS/Um/11/1970, 
tanggal 7 November 1970, luas 125.000 ha 
kepada PT. Ratah Timber Company  yang 
disahkan oleh Direktur Jenderal Kehutanan, 
Soedjarwo.. Selanjutnya pada tahun 2000 
ada SK Pembaharuan berdasarkan SK 
Menteri Kehutanan SK No. 95/KPTS-II/2000 
dengan luasareal 97.690 ha yang berada di 
Kalimantan Timur, ditandatangani oleh 
Menteri Kehutanan, Dr. Ir. Nur Mahmudi 
Ismail, M.Sc.. Pada tahun 2009 pemerintah 
memberikan SK Perpanjangan yang 
ditandatangani oleh Menteri Kehutanan,  
M. S. Kaban, No. 359/Menhut-II/2009, 
tanggal 18 Juni 2009,dengan  luas areal 
93.425 ha 

Memenuhi 

1.1.1.b Pemerintah sudah memberikan Surat 
Perintah Pembayaran (SPP) terhadap PT. 
Ratah Timber untuk Iuran Izin Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IIUPHHK-
HA) berdasarkan Surat Perintah 
Pembayaran (SPP) Iuran IUPHHK-HA No. 
S.655/VI-BIKPHH/ 2009, tanggal 2 Juli 2009 
sebesar Rp 6.306.187.500,-. PT. Ratah 
Timber sudah melakukan pembayaran SPP 
PSDH dan DR ini sesuai dengan ketentuan 

Memenuhi 
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yang berlaku. Bukti setor atas Surat 
Perintah Pembayaran (SPP) Iuran IUPHHK-
HA No. S.655/VI-BIKPHH/ 2009, tanggal 2 
Juli 2009 sebesar Rp 6.306.187.500,- sudah 
dibayarkan tanggal 3 Juli 2009 sebesaar Rp 
1,576,546,875,- dan tanggal 29 September 
2010 dibayarkan sebesar Rp 4,729,640,625 -
.. Dengan demikian PT. Ratah Timber suhda 
melnasi SPP IUPHHK HA sebesar Rp 
6.306.187.500,- 

1.1.1.c Pada areal PT. Ratah Timber ada 
penggunaan kawasan yang sah diluar 
kegiatan IUPHHK-HA yaitu  penggunaan 
jalan oleh pemerintah melalui Dinas 
Pekerjaan Umum. Mengenai penggunaan 
jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum ini sudah 
dilaporkan oleh PT. Ratah Timber kepda 
Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat 
pada dnegan Nomor Surat 020 / RTC / B-
II.1.14/ III / 2009 tanggal 12 Maret 2009. 
Tidak ada respon dari Dinas Kehutanan 
Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya PT. 
Ratah Timber sudah melaporkan lagi 
kepada Dinas PU Kabupaten Kutai Barat 
dengan Surat Nomor 093 / RTC.J / B – II.3.2 / 
V / 2012 tanggal 3 Mei 2012. Surat ini juga 
tidak ada tanggapan dari Dinas Pekerjaan 
Umum Kabupaten Kutai Barat 

Memenuhi 

2.1.  Pemegang izin memiliki 
rencana penebangan 
pada areal tebangan 
yang disahkan oleh 
pejabat yang berwenang 

2.1.1.a PT. Ratah Timber sudah memiliki dokumen 
yang sudah disahkan oleh pejabat 
berwenang, memiliki peta lampiran 
RKUPHHK-HA yang lengkap dan sudah  
memiliki peta areal yang boleh diproduksi 
atau tidak boleh diproduksi. Beberapa 
dokumen yang sudah dimiliki antara lain SK 
Menteri Kehutanan No. SK.49/BUHA-2/2014 
tanggal 2 Desember 2014 tentang 
Persetujuan Rencana Kerja Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan 
Alam pada Hutan Produksi berbasis IHMB 
Periode Tahun 2011 - 2020 atas Nama PT. 
Ratah Timber, Provinsi Kalimantan Timur, 
seluas + 93.425 ha. Selanjutnya pada tahun 
2020 PT. Ratah Timber sudah memiliki SK 
persetujuan tahun 2020 – 2030. PT. Ratah 
Timber mendapatkan persetujuan dari 
Kementerian LHK berdasarkan SK Menteri 
Kehutanan No. SK.483/MenLHK – 

Memenuhi 
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PHPL/UHP/HPL.1/2/ 2020 tanggal 5 Februari 
2020 tentang Persetujuan Rencana Kerja 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi 
berbasis IHMB Periode Tahun 2020 - 2030 
atas Nama PT. Ratah Timber, Provinsi 
Kalimantan Timur, seluas + 93.425 ha. Selain 
itu PT. Ratah Timber juga sudah memiliki 
dokumen RKT tahun 2020  dan 2021 yang 
juga dilengkapi dengan peta RKT 2020 dan 
2021. Yang dibuat oleh Ganis Canhut. 

2.1.1.b PT. Ratah Timber sudah memiliki peta RKT 
2020 dan 2021 beserta peta yang 
menjelaskan areal yang tidak boleh 
ditebang  berupa sempadan sungai, Buffer 
Zone Hutan Lindung, kebun benih, Kawasan 
Perlindungan dan Pelestarian Plasma 
Nutfah (KPPN), Pengungsian Satwa Liar, 
dan Kawasan Konservasi Insitu. Peta dibuat 
dengan prosedur yang benar dan 
berdasarkan hasil verifikasi melalui remote 
audit dengan bukti foto, koordinat dan hasil 
komuniasi dengan manajemen PT. Ratah 
Timber diketahui adanya aktivitas lapangan 
yang menunjukkan telah dilakukan 
implementasi sesuai dengan peta. 

Memenuhi 

2.1.1.c PT. Ratah Timber sudah membuat 
Penandaan lokasi blok dan petak tebangan 
pada peta lampiran RKT 2020 dan 2021, 
sudah disahkan/dicap oleh pihak yang 
berwenang serta terbukti di lapangan. PT. 
Ratah Timber sudah melakukan kegiatan 
untuk RKT 2020 dan 2021 dengan Teknik RIL 
100% dan pada plang RKT 2020 dan 2021 
juga diberikan papan informasi mengenai 
pelaksanaan RIL lengkap dengan informasi 
petak tebang RIL. 

Memenuhi 

2.2.  Adanya rencana kerja 
yang sah  

2.2.1.a PT. Ratah Timber sudah memiliki dokumen 
Persetujuan Rencana Kerja Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan 
pada Hutan Produksi Periode Tahun 2011 – 
2020 berdasarkan SK No. SK.49/BUHA-
2/2014 yang disahkan tanggal 2 Desember 
2014. Selanjutnya PT. Ratah Timber memiliki 
dokumen persetujuan RKUPHHK – HA 
periode 2021 – 2030 yang disahkan tanggal 
5 Februari 2020 berdasarkan SK Menteri 
LHK No. SK. 483/MenLHK – 

Memenuhi 
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PHPL/UHP/HPL.1/2/ 2020 oleh Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
Dokumen RKUPHHK – HA PT. Ratah 
Tim=mber berbasis IHMB dan dilengkapi 
dengan peta yang sudah disahkan oleh 
pejabat yang berwenang 

2.2.1.b PT. Ratah Timber diberikan izin berupa 
pemanfaatan hasil hutan kayu untuk hutan 
alam dan tidak ada untuk areal HTI. 
Berdasarkan komunikasi dengan 
manajemen dan karyawan PT. Ratah Timber 
diketahui tidak ada areal yang dipersiapkan 
untuk areal hutan tanaman industri 

NA 

3.1.  Pemegang izin menjamin 
bahwa semua kayu yang 
diangkut dari Tempat 
Penimbunan Kayu  (TPK) 
hutan ke TPK Antara dan 
dari TPK Antara ke 
industri primer hasil 
hutan (IPHH)/pasar, 
mempunyai identitas 
fisik dan dokumen yang 
sah 

3.1.1 Semua dokumen LHP PT. Ratah Timber 
untuk periode April 2020 – Maret 2021 
sudah dibuat oleh Petugas Pembuat 
Laporan Hasil Produksi (P2LHP); LHP 
dengan fisik kayu sesuai denganperbedaan 
fisik kayu sebesar 0,78%. Berdasarkan uji 
petik fisik kayu yang ada di TPK Antara dan 
disesuaikan dengan  Nomor batang di LHP, 
Sebanyak 25 nomor kayu pada uji petik 
dapat ditemukan di lapangan seluruhnya 
sesuai yang direncanakan. 

Memenuhi 

3.1.2 Kayu PT. Ratah Timber pada periode April 
2020 - Maret 2021 melakukan pengangkutan 
kayu dari TPn ke TPK Hutan, dari TPK Hutan 
menuju Ke TPK Antara serta ke tujuan 
pengiriman kayu lainnya selalu dilindungi 
dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan 
Kayu (SKSHHK) sesuai ketentuan dan 
lampiran DKB 

Memenuhi 

3.1.3.a PT. Ratah Timber sudah membuat tanda-
tanda PUHH pada kayu (batang dan 
tunggak) yang sesuai dengan dokumen 
(LHP), seperti sudah membuat label Id 
barcode pada pohon yang akan ditebang 
sehingga penebang hanya menebang 
pohon yang berlabel Id Barcode.  PT. Ratah 
Timber sudah membuat tanda-tanda 
PUHH/barcode  pada semua kayu yang 
diproduksi periode April 2020 – Maret 2021. 

Memenuhi 

3.1.3.b PT. Ratah Timber sudah menerapkan secara 
konsisten pembuatan identitas kayu 
(seperti: no. petak, no. pohon, diameter, 
jenis, dan no. produksi) untuk setiap kayu 
yang diproduksi dan ada label barcode pada 
setiap tunggak yang ditebang di lapangan. 

Memenuhi 
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PT. Ratah Timber sudah memiliki sistem 
yang dapat ditelusuri dan identitas kayu 
diterapkan secara konsisten 

3.1.4 PT. Ratah Timber sudah memiliki dokumen 
SKSHHK yang lengkap dan dilampiri dengan 
DKB yang diterbitkan oleh pejabat 
berwenang. Semua kayu yang keluar dari 
hutan selalu memiliki dokumen SKSHH, DKB 
dan semua dokumen kayu dari TPK Hutan 
ke TPK Antara  sudah dimatikan oleh 
Petugas Peneriman dan Pemeriksa kayu 
Bulat (P3KB) yang sah.  Semua kayu yang 
menggunakan SKSHHK baik dari TPK Hutan 
ke TPK Antara atau dari TPK Antara ke 
industry dibuat oleh Petugas Penerbit Surat 
Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu 
(P2SKSHHK) 

Memenuhi 

3.2.  Pemegang izin telah 
melunasi kewajiban 
pungutan pemerintah 
yang terkait dengan kayu 

3.2.1.a PT. Ratah Timber memiliki dokumen SPP DR 
dan PSDH yang diterbitkan oleh pemerintah 
dan sesuai dengan LHP yang disahkan 
untuk periode April 2020 – Maret 2021. 
Dokumen SPP ini sudah sesuai kelompok 
jenis, volume dan tarif. Pada periode  April 
2020 – Maret 2021 PSDH PT. Ratah Timber 
sebesar Rp.   3.845.541.380,- dan untuk DR 
sebesar U$D 783.441,87. 

Memenuhi 

3.2.1.b PT. Ratah Timber sudah melunasi seluruh 
kewajiban pembayaran PSDH dan DR sesuai 
SPP untuk Periode bulan April 2020 – Maret 
2021. PT. Ratah Timber memiliki bukti setor 
sesuai SPP yang dikeluarkan untuk PSDH 
sebesar Rp  3.845.541.380,dan untuk DR 
sebesar U$D 783.441,87 

Memenuhi 

3.2.1.c PT. Ratah Timber sudah menggunakan 
tarif PSDH dan DR sesuai dengan 
ketentuan. Pembayaran PSDH berdasarkan 
No. P. 64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017, 
Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan 
untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya 
Hutan dan Ganti Rugi Tegakan, tanggal 19 
Desember 2017 

Memenuhi 

3.3. Pengangkutan dan 
perdagangan antar pulau 

3.3.1 
 

Berdasarkan Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor. 81 Tahun 2018 
tentang Pencabutan Keputusan Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 
68/MPP/Kep/2/2003 tentang Perdagangan 
Kayu Antar Pulau, sehingga untuk PKAPT 
yang dimiliki PT. RATAH TIMBER tidak 

Memenuhi 
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dipakai lagi. 

3.3.2 Dalam melakukan pengangkutan kayu bulat 
yang menggunakan kapal, PT. Ratah Timber 
sudah  memiliki izin yang sah dan 
berbendera Indonesia. Pada periode April 
2020 – Maret 2021 ada 40 pengangkutan 
kayu dari Logpond PT. Ratah Timber 
menuju  industri dengan tujuan Samarinda 
(Kalimantan Timur), Kutai Barat 
(Kalimantan Timur), Kutai Kartanegara 
(Kalimantan Timur), Demak (Jawa Tengah), 
Semarang (Jawa Tengah), Gresik (Jawa 
Timur) dan Kabupaten barito Kuala 
(Kalimantan Selatan). 

Memenuhi 

3.4. Pemenuhan penggunaan 
Tanda V-Legal  

3.4.1 Seluruh log pada PT. Ratah Timber yang 
berada pada TPK Hutan, TPK Antara dan 
yang akan diangkut keluar dari logpond 
sudah dimasang V-Legal. Pemasangan V- 
Legal dilakukan pada saat kegiatan ITSP dan 
untuk log yang sudah ditebang dilakukan 
lagi pemasangan barcode dan V-Legal di 
TPn oleh bagian TUK dan sudah sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

Memenuhi 

4.1. Pemegang izin telah 
memiliki Analisa 
Mengenai Dampak 
Lingkungan 
(AMDAL)/Dokumen 
Pengelolaan dan 
Pemantauan Lingkungan 
(DPPL)/Upaya 
Pengelolaan Lingkungan 
(UKL) dan Upaya 
Pemantauan Lingkungan 
(UPL) dan melaksanakan 
kewajiban yang 
dipersyaratkan dalam 
dokumen lingkungan 
tersebut 

4.1.1 PT. Ratah Timber sudah memiliki Dokumen 
AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL)  No. 660.I/ 
4 / Rek. AMDAL/ II / 2007 tanggal 26 
Februari 2007 yang disahkan oleh Komisi 
AMDAL Kabupaten Kutai Barat. Dokumen 
AMDAL PT. Ratah Timber disahkan pada 
tahun 2007 yang termasuk kedalam 
Kabupaten Barat, Provinsi Kalimantan 
Timur, Luas areal 97.690ha. Dokumen ini 
lengkap, meliputi seluruh areal PT. Ratah 
Timber dan proses penyusunannya telah 
sesuai ketentuan yang berlaku. 

Memenuhi 

4.1.2.a PT. Ratah Timber sudah memiliki dokumen 
RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada 
dokumen AMDAL yang sudah disahkan oleh 
Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai 
Barat, No. 660.I/ 4 / Rek. AMDAL/ II / 2007 
tanggal 26 Februari 2007 dan disahkan oleh 
Komisi AMDAL Kabupaten Kutai Barat, 
Provinsi Kalimantan Timur 

Memenuhi 

4.1.2.b PT. Ratah Timber sudah melaksanaan 
kegiatan pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan yang meliputi dampak penting 
aspek fisik-kimia, biologi dan sosial sesuai 
dengan rencana dan dampak penting yang 

Memenuhi 
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terjadi di lapangan.  PT. Ratah Timber sudah 
membuat pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan dan pemantauan lingkungan 
dan dilaporkan secara periodic, 
persemester kepada pemerintah. 

5.1. Prosedur dan 
implementasi K3 

5.1.1.a PT. Ratah Timber sudah memiliki prosedur 
terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(K3) dan susunan Panitia Pembina 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) 
untuk lingkup PT. Ratah Timber sudah 
disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja 
dan Transigrasi Provinsi Kalimantan Timur 
tanggal 27 November 2017. SOP ini tersedia 
di Camp PT. Ratah Timber, dapat diakses 
oleh semua karyawan dan sudah 
diimplementasikan di lapangan. 

Memenuhi 

5.1.1.b PT. Ratah Timber sudah memiliki peralatan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 
yang sesuai ketentuan, peralatan berfungsi 
baik dan belum kadaluarsa. 

Memenuhi 

5.1.1.c PT. Ratah Timber sudah memiliki catatan 
kejadian kecelakaan kerja secara lengkap 
dan sudah dilaporkan kepada pimpinan. PT. 
Ratah Timber sudah melakukan upaya 
untuk mengurangi dampak kecelakaan 
pada lingkup perusahaan dengan 
melakukan sosialisasi K3, safety induction, 
pemakaian peralatan K3, pemasangan 
rambu-rambu jalan, pemasangan jalur 
evakuasi dan titik kumpul pada setiap 
bangunan. Pada periode April 2020 – Maret 
2021 tidak  ada kecelakaan kerja pada 
lingkup perusahaan. 

Memenuhi 

5.2. Pemenuhan hak-hak 
tenaga kerja 

5.2.1. PT. Ratah Timber sudah memiliki pengurus 
Serikat Pekerja Kehutanan PT. Ratah 
Timber. Pengurus ini dipilih anggota dengan 
masa kepengurusan selama dua tahun. 
Untuk pengurus Serikat Pekerja Kehutanan 
PT. Ratah Timber periode 2021 – 2023 
terpilih pengurus baru tanggal 29 Maret 
2021 dengan susunan pengurus sebagai 
berikut Ketua Umum (Agus Nurul Arifin), 
Ketua I (Andri Kurniawan), sekretaris I 
(Muhammad Rifai). Berdasarkan hasil 
wawancara dengan karyawan perusahaan 
diketahui bahwa setiap karyawan memiliki 
kebebasan untuk berserikat dan berkumpul 
sesuai peraturan yang berlaku. 

Memenuhi 
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5.2.2. PT. Ratah Timber sudah memiliki dokumen 
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berdasarkan 
Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur 
Nomor KEP. 560 / 3903 / B.PHI & 
JAMSOSTEK / 2019. Dokumen PKB ini 
disahkan tanggal 31 Desember 2019 dan 
berlaku sampai tanggal 18 Desember 2021. 

Memenuhi 

5.2.3. Berdasarkan verifikasi dokumen tenaga 
kerja PT. Ratah Timber yang diberikan, 
sampai pada kegiatan penilikan yaitu 13 
April 2021 tidak ada karyawan yang masih 
dibawah umur. Daftar tenaga kerja PT. 
Ratah Timber yang terbaru disahkan oleh 
Subroto, S. Hut., Manager  Camp PT. Ratah 
Timber, tanggal 31 Maret 2021. Karyawan 
termuda adalah Muhammad Febrianur Adi 
Jaya  yang lahir di Samarinda, 15 Februari 
1999. Muhammad Febrianur bekerja 
sebagai staf perencanaan. Pada saat diaudit 
sudah berumur 22 tahun, 2 bulan. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa pada 
PT. Ratah Timber tidak ada karyawan yang 
bekerja dibawah umur. 

Memenuhi 

 


